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PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2016/PA.Bjb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

TAUFIK RAHMAN bin SUKRAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petugas Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, alamat Jalan Pelipisan | Blok A RT.11 RW.03
Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;
Hj. FINA DIANA PUTRI binti MUNTAJUDIN, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, alamat Jalan Pelipisan | Blok A RT.11
RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 09 Desember 2016, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan Nomor 147/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 09
Desember 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2005, para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Awayan Kecamatan
Awayan Kabupaten Balangan namun tidak dicatatkan secara resmi pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan karena
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tidak ada biaya sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama
setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka, dan
Pemohon Il berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama MUNTAJUDIN dan beliau
langsung yang menikahkan Para Pemohon serta dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama H.UDIN dan M.JAILANI dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. DELLA CANTIKA PUTRI binti TAUFIK RAHMAN, lahir tanggal 21

Maret 2007;

b. M.RAFHA bin TAUFIK RAHMAN, lahir tanggal 25 Maret
2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga
sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan
akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah
dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikabh;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Banjarbaru Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005, di Kelurahan Awayan Kecamatan
Awayan Kabupaten Balangan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon
yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan perbaikan pada nama tempat
menikah yang semula tertulis Kelurahan Awayan Kecamatan Awayan,
Kabupaten Balangan menjadi Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten
Balangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut
Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup berupa asli
Surat Keterangan Nomor: 472/Kua.02-5/PW.01/XI1/2016 tanggal 7 Desember
2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang,
Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi
diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah
menurut agama Islam, yaitu:

Muntajudin bin Mathadar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,

bertempat tinggal di RT.03, Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten

Balangan; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tahun 2005 di Desa
Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan;
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- Bahwa Wali nikah Pemohon Il adalah saksi sendiri sebagai ayah
kandung Pemohon Il tanpa mewakilkan kepada penghulu kampung;
- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
M. Zailani dan satu orang lagi saksi lupa namanya, selain itu juga dihadiri
oleh banyak orang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai keturunan 2 orang
anak;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il selama ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il masih beragama Islam sampai
sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini
untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;
M. Zailani bin Sukran, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir,
bertempat tinggal di Jalan Peramuan, Komplek Citra, RT.01/RW.03, Kelurahan
Landasan Uling Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru; Pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
-  Bahwa Pemohon | dan Pemohon II menikah di rumah orangtua
Pemohon Il di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan,
namun saksi lupa tahun berapa, kalau tidak salah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Muntajudin;
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- Bahwa saksi lupa apakah wali nikah Pemohon Il mewakilkan kepada
orang lain atau tidak;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah H.
Udin dan H. Arifin;

- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai saksi pernikahan oleh Pemohon I,
sementara H. Udin dan H. Arifin ditunjuk sebagai saksi oleh keluarga
Pemohon II;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang namun saksi lupa berapa jumlahnya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai keturunan 2 orang
anak;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
semenda atau hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il selama ini;

- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II masih beragama Islam sampai
sekarang;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini
untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri
yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi tidak bisa memiliki akta
nikah, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah
mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 06 Juli
2005, di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, sebab
pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama
setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta
nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan
pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan terhadap
permohonannya tersebut yaitu yang terkait dengan nama tempat menikah yang
semula Kelurahan Awayan menjadi Desa Pulantan;

Menimbang, bahwa perbaikan permohonan Para Pemohon tersebut
dilakukan sebelum adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara ini, sehingga
perbaikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, dengan
demikian permohonan perbaikan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., atas bukti
tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), sehingga
berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdata,
Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai,
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut
dapat dinyatakan sah sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik berupa Asli Surat
Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota
Banjarbaru, merupakan akta otentik dan oleh karena itu Para Pemohon terbukti
tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
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Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan
secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menghadiri
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il secara langsung, bahkan saksi pertama
tersebut bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua hadir dalam prosesi
akad nikah pada saat itu, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi
kedua mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar
sendiri yakni tentang peristiwa-peristiva hukum yang terjadi pada waktu
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il terutama yang berkaitan dengan
rukun dan syarat perkawinan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua
hadir pada saat pernikahan tersebut, serta isi keterangan saksi Pemohon | dan
Pemohon Il saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon | dan Pemohon II
dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut Agama Islam
pada tanggal 06 Juli 2005, di Desa Pulantan, Kecamatan Awayan,
Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il bernama MUNTAJUDIN;

- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
M. ZAILANI dan H. UDIN, selain itu juga disaksikan oleh banyak orang
dewasa, sementara mas kawin berupa uang yang dibayar tunai;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon | adalah jejaka dan

Pemohon Il berstatus perawan,;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah keluar dari agama
Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan
nikah atau ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

a. Hilangnya Akta Nikabh;

b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang
No.1 Tahun 1974 dan;

d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan
sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
Menimbang, bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut akan

dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi
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dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah
permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata
bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai
halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian
salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di
atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai
hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para
pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang
menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam
perkawinan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan
dalil dengan mengambil alih dalil fighiyah yang terdapat dalam Kitab I'anatut

Thalibin, Juz I, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

aid o Ol 80l TS Jdlall QLI 18] sy
awuSsS

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika
perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan

dan dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri
Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat
pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu
diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para
Pemohon yaitu KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Taufik Rahman bin Sukran)
dengan Pemohon Il (Hj. Fina Diana Putri binti Muntajudin) yang
dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2005 di Desa Pulantan, Kecamatan
Awayan, Kabupaten Balangan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;

4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami ZULKIFLI, S.El. sebagai Ketua
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Majelis, MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. dan H. EDI HUDIATA, Lc.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. ZULKIFLI, S.EL
Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.l.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,-
1. Proses : Rp  50.000,-

2. Panggilan : Rp 140.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 231.000,-

Halaman 11 dari 11. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



